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ABSTRAK

Nama : Riyana Ridwan, S.H.

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN
PENGADILAN PAJAK YANG MENGALAHKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG DIANGGAP
MERUGIKAN NEGARA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan
persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan
perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara perhitungan pajak.
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan
terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan
Pajak tersebut tidak bisa lagi dilakukan Banding atau Kasasi. Namun bagi pihak-
pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan
tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan
hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang
bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim yang tidak memihak
(impartial) sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi tidak
dapat bila putusan Hakim Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak
dianggap merugikan negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian
normatif yuridis dan data yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Kata kunci :

Pajak, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak

Tinjauan yuridis..., Riyana Ridwan, FY UI, 2010.
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ABSTRACT

Name : Riyana Ridwan, S.H.

Study Program : Magister of Notary

Title : JUDICIAL REVIEW OF THE TAX COURT DECISION
THAT DEFEATED THE DIRECTORATE GENERAL OF
TAXATION WHICH IS CONSIDERED DETRIMENTAL
TO THE STATE

Taxes are cash contributions to the people of the State based on law (which can be
enforced) by not getting services-lead (contra), who may be appointed directly
and used to pay for general expenses. Tax disputes arise because of
misunderstandings, differences of perception, or differences in interpreting and
applying the provisions of the applicable tax or issue differences in the way of tax
calculation. The Tax Court is the judicial bodies carry out the judicial authorities
for Taxpayers or tax Insurers who seek justice against the tax dispute. Tax Court
decision is a final decision and have permanent legal force. Therefore, to the Tax
Court can no longer be done Appeal or the Appeal. But for the parties to the
dispute may file a judicial review against the verdict to the Supreme Court. Tax
Court decision is taken based on the assessment of evidence, taxation laws and
regulations concerned, and based on the belief that judges are impartial as the
implementation of an independent judicial power. So can not judge if the Tax
Court decision that won the taxpayer is considered detrimental to the state.
Writing this juridical normative research methods and data were analyzed using a
qualitative approach.

Keywords:
Tax, Tax Disputes, Tax Court, Tax Court Decision
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Daftar Pertanyaan Penelitian Ilmiah/Tesis

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat

antara wajib pajak dengan fiskus. Perbedaan antara wajib pajak dan fiskus terjadi

karena tidak terdapat titik temu dalam persepsi, penafsiran peraturan perundang-

undangan, penghitungan (dasar pengenaan pajak, koreksi, dan sanksi administrasi

berupa denda) penerapan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat antara

wajib pajak dengan fiskus inilah yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi

sengketa pajak. Setelah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 disahkan, maka

Pengadilan Pajak menjadi suatu lembaga strategis untuk menyelesaikan sengketa

pajak yang ada dan diharapkan dapat mendorong masyarakat wajib pajak dan aparat

hukumnya, untuk menerapkan penegakkan supremasi hukum perpajakan. Pengadilan

pajak termasuk salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha

Negara yang pembinaan administrasi, organisasi, dan finansialnya berada di bawah

Departemen Keuangan. Sementara itu, pembinaan secara teknis berada di bawah

Mahkamah Agung.

Pasal 77 UU No. 14 Tahun 2002 menjelaskan putusan Pengadilan Pajak

merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum

tetap itu berarti setara dengan putusan tingkat kasasi. Oleh karena itu terhadap

putusan pengadilan pajak tidak bisa lagi dilakukan banding atau kasasi. Namun bagi

pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan kembali atas putusan

Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan dapat

memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang terjadi.

Semenjak mencuatnya kasus makelar kasus (markus) yang melibatkan salah

satu pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

Keberadaan Pengadilan Pajak menjadi pusat perhatian masyarakat sekarang ini.

Namun dalam perkembangannya, keberadaan pengadilan pajak semakin sangat

terpojok dengan adanya pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang

dikemukakan kepada media, tentang putusan pengadilan pajak. Data ICW

menunjukkan selama periode 2002-2009 dari total berkas sengketa yang masuk ke

Tinjauan yuridis..., Riyana Ridwan, FY UI, 2010.
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pengadilan pajak, ternyata total putusan yang memenangkan wajib pajak mencapai

81%. Berdasarkan data itu, ICW berpendapat bahwa pendapatan negara menjadi tidak

maksimal. Oleh karena itu, ICW menyimpulkan putusan pengadilan pajak tidak

menguntungkan negara (merugikan negara). Dengan adanya isu tersebut penulis

tertarik untuk mengangkat isu itu menjadi topik penulisan tesis saya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, sdengan ini saya ingin melakukan

wawancara kepada Bapak/Ibu guna untuk memberikan data pendukung untuk

penulisan tesis saya.

Pertanyaan:

Menurut Bapak/Ibu,

1. Apakah benar pernyataan ICW bahwa putusan pengadilan pajak tidak

menguntungkan negara (merugikan negara)?

(bila jawaban iya/tidak, mohon disertai dengan uraian)

Bapak Suwartono (S):

Bahwa di dalam memutus sengketa pajak selalu berdasarkan hasil penilaian

pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan,

serta berdasarkan keyakinan Hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 78 UU

No. 14 Tahun 2002. Saya selalu memutus berdasarkan hal tersebut. Jadi

hakim hanya memutus berkas sidang, apakah memutus berkas perkara sidang

itu merugikan negara? Apakah DJP dalam menetapkan suatu penetapan sudah

benar sesuai dengan undang-undang? Dengan maka ini yang harus diuji sesuai

dengan pembuktian yang diatur dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 2002.

2. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara?

(S): Kerugian negara adalah yang sebenarnya hak negara tetapi diambil oleh

orang yang tidak berhak.

3. Berdasarkan Pasal 80 UU No. 14 Tahun 2002 mengenai macam-macam

putusan, apakah terdapat celah yang merugikan negara dalam pasal tersebut?

(S): Sekali lagi kami (hakim) tidak boleh menilai putusan seseorang. Karena

bahwa putusan itu berdasarkan keyakinan Hakim sesuai dengan Pasal 78 UU

Tinjauan yuridis..., Riyana Ridwan, FY UI, 2010.
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No. 14 Tahun 2002 dengan melihat pembuktian yang diatur dalam Pasal 69

Tahun 2002.

4. Hal apa yang menyebabkan Wajib pajak dapat memenangkan kasus-kasus

sengketa pajak tersebut di atas?

(S): Karena Wajib Pajak dapat membuktikan berdasarkan Pasal 69 UU No. 14

Tahun 2002.

5. Pasal 78 UU No.14 Tahun 2002 berbunyi ”Putusan pengadilan pajak diambil

berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan

keyakinan Hakim”, berdasarkan pasal tersebut apakah Pengadilan Pajak harus

bebas memutus/ memenangkan DJP dalam menyelesaikan sengketa pajak?

(S): Pokoknya harus berdasarkan pembuktian, karena yang diuji berdasarkan

penetapan DJP, jadi bukan berdasarkan ke sewenang-wenangan.

6. Bertitik Tolak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan ”Kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan......”, tapi mengapa sekarang ini

putusan pengadilan pajak dikatakan merugikan negara, sehingga

menunjukkan kekuasaan kehakiman tidak merdeka/ tidak bebas?

(S): Boleh saja dikatakan seperti itu, kalau memang ada yang merasa tidak

puas dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, kan dapat diajukan

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Bagi saya, bahwa saya

berdasarkan ketentuan yang ada dan tidak terpengaruh dengan opini publik

yang ada, karena saya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

7. Apakah dalam melaksanakan pemungutan/ penetapan pajak DJP selalu dalam

posisi yang benar?

(S): Saya tidak bisa menilai, tetapi yang harus diingat pajak bersifat memaksa

dan dipungut berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara.

8. Apa kelemahan dari pengadilan pajak?
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(S): Pembinaan yang dilakukan oleh 2 atap, yaitu dengan Mahkamah Agung

dan Kementerian Keuangan. Bagaimanapun juga lebih baik dilakukan oleh 1

atap saja, karena merupakan amanat dari UUD 1945. Dan sehubungan dengan

masalah pemeriksaan terkait masalah formal pengajuan banding, lebih baik

sama saja seperti yang dianut oleh TUN, artinya segala sesuatu yang berkaitan

dengan proses permohonan banding sesuai dengan ketetapan Hakim.

9. Apakah pengadilan pajak masih berfungsi bagi penyelesaian sengketa pajak di

negara ini?

(S): Masih, karena setiap tahunnya berkas sengketa pajak yang masuk ke

Pengadilan Pajak terus meningkat. Bilamana Pengadilan Pajak dihapuskan

maka siapa yang akan memeriksa sengketa tersebut.
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